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Abstrak
Pembangunan sistem pangan berkelanjutan menuntut tata kelola yang mampu mengintegrasikan kebijakan pembangunan, tata ruang, dan pengelolaan bentang lahan secara adaptif terhadap perubahan iklim. Meskipun Kabupaten Bone merupakan salah satu sentra produksi pangan utama di Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi kebijakan pangan masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya koherensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Selain itu, belum tersedia kerangka tata kelola yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi keselarasan kebijakan, tata ruang, koordinasi kelembagaan, dan resiliensi kebijakan dalam satu model pengelolaan sistem pangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kebijakan (policy gap) sebagai dasar pengembangan model tata kelola sistem pangan berkelanjutan di Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen terhadap RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025–2029, RTRW, LP2B, Renstra perangkat daerah, regulasi, dan data statistik. Analisis dilakukan menggunakan content analysis yang dipadukan dengan Policy Gap Analysis melalui empat dimensi, yaitu vertical policy gap, horizontal policy gap, spatial policy gap, dan implementation gap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keselarasan kebijakan secara vertikal telah terbentuk, namun belum sepenuhnya diikuti konsistensi indikator kinerja, target, dan implementasi program antarperangkat daerah; (2) koordinasi horizontal masih bersifat sektoral sehingga mengurangi efektivitas integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan pangan; (3) kebijakan tata ruang dan LP2B telah memberikan landasan perlindungan kawasan pangan, tetapi belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan prioritas pembangunan daerah; serta (4) sistem monitoring dan evaluasi belum berbasis indikator outcome yang terintegrasi sehingga pembelajaran kebijakan dan pengambilan keputusan adaptif belum berjalan optimal. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan Bone Integrated Food Governance Framework (B-IFGF) yang mengintegrasikan lima pilar, yaitu policy alignment, spatial integration, collaborative governance, climate resilience, serta monitoring and evaluation. Berbeda dengan pendekatan tata kelola sektoral, model ini menghubungkan dimensi kebijakan, tata ruang, kelembagaan, dan resiliensi dalam satu kerangka yang koheren untuk memperkuat pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan tata kelola sistem pangan daerah sekaligus menawarkan kerangka implementatif yang dapat direplikasi pada wilayah sentra pangan dengan karakteristik serupa.
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